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PUTUSAN

Nomor 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :
PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Tempat Tinggal
. di Dusun Pedes Il RT. 001 RW. 002 Desa Payungsari
Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada Ukun Marzukun,
SH./Advokat/Pengacara yang beralamat di Dusun Bayur |, RT.
003, RW. 007, Desa Payungsari Kecamatan Pedes Kabupaten
Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06
Desember 2021, sebagai "Penggugat”;
melawan
PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Tempat Tinggal : d/a
Dusun Pangkalan RT. 009 RW. 013 Desa Gempol Karya
Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada Zulkarnaini, SH. MH., dan Maitos
Hendra, SH/para Advokat yang beralamat di JIn. Ahmad Yani
No. 26, By Pass Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 21 Desember 2021, sebagai "Tergugat”;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember

2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang
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dibawah Nomor 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 09 Desember 2021, telah

mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari
Senin tanggal 14 Nopember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang
Jawa Barat sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
892/123/X1/2011 tertanggal 14 Nopember 2011.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Tergugat di Dusun Pangkalan RT. 009 RW. 013 Desa Gempol
Karya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, sebagai tempat
kediaman bersama terakhir.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai
anak/keturunan.

4. Bahwa sekitar bulan April 2019, kondisi rumah tangga mulai tidak
harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan
yang buruk yakni : Tergugat mulai berubah sikap menjadi lebih
temperamen dan sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan
Tergugat sering kali menghina dan merendahkan Penggugat. Selain itu,
ketika diberi nasihat, Tergugat selalu marah dan membentak Penggugat.
Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan
Tergugat.

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar
dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat,
Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk
menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil.

6. Bahwa puncak permasalahan pada tanggal 20 Februari 2020, Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat kerumah orangtua Penggugat yang alamatnya sesuai dengan
alamat tersebut diatas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi
memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
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7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah,
warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,
maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dengan
Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan
Tergugat.

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan
hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.  Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa, Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya : Ukun
Marzukun, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2021
dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan
Nomor 2770/Ks/XI1/2021/PA.Krw, tanggal 09 Desember 2021;

Bahwa, Tergugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya
Zulkarnaini, SH., MH., dan Maitos Hendra, SH., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 21 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2812/KS/XII/2021/PA.Krw,
tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masin-masing datang

menghadap di persidangan;
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Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya
secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada
Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka
perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 23 Desember
2021, dengan Mediator Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., akan tetapi tidak
berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 06 Januari 2022;

Bahwa, selanjutnya sebelum dibacakan gugatan, Penggugat
menyampaikan perbaikan point angka 4, 5 dan 6 surat gugatan tertanggal 27
Januari 2022, pada pokoknya menjadi sebagai berikut :

4. bahwa sekitar bulan Maret 2019, tepatnya satu hari sebelum
keberangkatan Penggugat bekerja di Saudi Arabia sebagai TKW, kondisi
rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melarang
Penggugat untuk menemui orang tua Penggugat di rumah orang tua
Penggugat di Dusun Pedes;

5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, atas izin Tergugat, Penggugat pergi
bekerja di Saudi Arabia sebagai TKW. Bahwa selama Penggugat berada
di Saudi Arabia, Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk
mengirim uang kepada Tergugat dan Penggugat memenuhi permintaan
Tergugat tersebut;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 20 Februari 2020, satu
bulan setelah Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 15.000.000,00,(lima
belas juta rupiah) kepada Tergugat. Penggugat mendengar kabar bahwa
Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Mulai saat itu antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak
memberitahu menikah lagi dan Tergugat beralasan terpaksa karena
wanita tersebut telah hamil enam bulan, pada saat Penggugat pulang ke
Indonesia pada tanggal 20 November 2021, Penggugat pulang ke rumah
orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tersebut di
atas;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Februari 2022, sebagai
berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 14 November 2011, sebagaimana Kutipan Akta
Nikah Nomr 892/123/IX/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Pedes, Kabupaten karawang;

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 4, 5 dan 6, karena
faktanya Penggugat atas izin Tergugat berangkat ke Saudi Arabia menjadi
TKW sejak tanggal 22 Maret 2019 dan kembali ke Indonesia padaa
tanggal 28 Maret 2021;

3. Bahwa jelas tidak ada permasalahan yang berarti dalam rumah
tangga Tergugat dengan Penggugat selama yang didalilkan Penggugat
karena berada d Saudi;

4. Bahwa Tergugat jelas keberatan dan tidak terima dengan dalil
Penggugat, karena bagaimana terjadi pertengkaran kalau Penggugat
sedang bekerja di luar negeri atas izin Tergugat selaku suami, namun
setelah kembali langsung mengajukan gugatan cerai;

5. Bahwa sebagai suami, Tergugat sangat memahami sifat Penggugat
yang mungkin kesal dan itu sudah biasa dalam hidup berumah tangga,
namun tidak dengan bercerai apalagi dalil-dalil Penggugat tidak sesuai
fakta bahkan cenderung mengelabui Pengadilan;

6. Bahwa jelas dalilPenggugat tidak memenuhi unsur dan alasan-
alasan serta dasar-dasar untuk gugatan cerai ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan ini Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Memerintahkan Penggugat untuk kembali menjalani bahtera rumah

tangga dengan Tergugat;
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- Menetapkan biaya menurut hukum;
Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal
17 Februari 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam
jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui akan
kebenarannya oleh Penggugat.

2. Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan dalil dalam jawaban
Tergugat pada Posita 1 yang menyatakan benar, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Nopember 2011
sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 892/123/X1/2011 yang dikeluarkan
KUA Kecamatan Pedes.

3. Bahwa menanggapi dalil dalam jawaban Tergugat pada posita 2, 3, 4
Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil pada
perbaikan gugatan dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat
akan membuktikannya dalam persidangan dengan agenda pembuktian.

4. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam jawaban Tergugat pada
posita 5 adalah sangat mengada-ngada dan tidak ditunjang oleh
data/fakta hukum yang objektif, yang pada akhirnya semata-mata adalah
pemutar balik fakta yang menjurus hanya untuk mencari pembenaran
pribadi semata.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil dalam jawaban
Tergugat pada posita 6.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang disampaikan dalam replik ini,
Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara dapat berkenan memutuskan dengan memberikan amar
putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (PENGGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :
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Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);
Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24
Februari 2022, pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan mohon dianggap
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalii Penggugat dalam
gugatan dan Replik, kecuali yang diakui kbenarannya secara tegas di
persidangan ini;
3. Bahwa kepergian Penggugat menjadi TKW adalah atas seizing dan
persetujuan Tergugat sebagai suami dan tidak pernah ada masalah;
4. Bahwa tanpa sebab dan alasan yang jelas sepulang dari Arab,
Penggugat langsung mengajukan gugatan ini, sehingga Tergugat merasa
aneh dengan prolaku Penggugat;
5. Bahwa jelas tidak ada permasalahan yang berarti dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada alasan yang kuat
untuk terjadinya perceraian;
Maka berdasarkan dalil-dalil di atas dengan ini Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :
- Menolak gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Memerintahkan Penggugat untuk kembali menjalani bahtera rumah
tangga dengan Tergugat;
- Menetapkan biaya menurut hukum;
Atau;
Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti :
A. Surat :
1. Fotocopi Akta Nikah Nomor : 892/123/XI/2011 tertanggal 14
Nopember 2011, yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Kantor Urusan
Agama KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dengan
Nomor: B.163/KUA.10.15.10/Pw.01/12/2021, tanggal 06-11-2021.
Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan

dengan aslinya, (Bukti P.1);
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2. Fotocopi Surat Pernyataan lkror Talak, tertanggal 20 Desember
2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti surat
tersebut telah diberi materai cukup, namun tidak dicocokkan dengan
aslinya, (Bukti P.2);
3. Sceenshots Ancaman Tergugat kepada Penggugat dalam
WhatsApp, tertanggal 28 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi
materai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);
B. Saksi :
1. Saksi |, Kabupaten Karawang; Saksi telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan
selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah tanggal 14 November 2011, di KUA Kecamatan Pedes,
Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah
tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019, sebelum
Penggugat berangkat ke Arab Saudi sebagai TKW antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan pengaduan
Penggugat;
- Bahwa saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat, karena kekurangan ekonomi,
Tergugat sering main perempuan, sehingga ketika Penggugat
berada di Arab Saudi, Tergugat menikah dengan perempuan lain
bernama Karnia dan sekarang telah dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan
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perempuan bernama Karnia tersebut, berdasarkan pengakuan
Karnia yang memberikan Surat Pernyataan Ikror talak Tergugat
kepada Penggugat, sebagaimana bukti (P. 2);
- Bahwa untuk membuktikan pengakuan perempuan
tersebut, ketika Penggugat masih di Arab Saudi, saksi mendatangi
Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengakuinya;
- Bahwa pada bulan November 2021, Penggugat pulang dari
Arab Saudi ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat
dengan Tergugat tidak pernah berkumpul sebagai suami istri
sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak
Penggugat berangkat ke Arab Saudi sampai dengan sekarang
tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat telah cukup
menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat
namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Il, Kabupaten Karawang; Saksi telah
memberikan keterangan di  bawah sumpahnya pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan
selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah tanggal 14 November 2011, di KUA Kecamatan Pedes,
Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah
tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
keturunan;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
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rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2019,
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering
terjadi perselisinan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali menyaksikan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga
berdasarkan pengaduan Penggugat;

- Bahwa pada bulan April 2019, Penggugat berangkat
keArab Saudi sebagai TKW;

- Bahwa saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat, karena kekurangan ekonomi,
Tergugat sering main perempuan;

- Bahwa ketika Penggugat berada di Arab Saudi, Tergugat
menikah dengan perempuan lain bernama Karnia dan sekarang
telah dikaruniai anak;

- Bahwa untuk membuktikan pengakuan perempuan
tersebut, saksi mendatangi Tergugat dan pada saat itu Tergugat
mengakuinya;

- Bahwa pada bulan November 2021, Penggugat pulang dari
Arab Saudi ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat
dengan Tergugat tidak pernah berkumpul sebagai suami istri
sampai dengan sekarang, karena pada tahun 2020 Tergugat telah
membuat pernyaataan ikror tolak kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak
Penggugat berangkat ke Arab Saudi sampai dengan sekarang
tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat telah cukup
menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat
namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat!

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang telah
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disampaikannya;

Bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk
membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat-
alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis
tertanggal 24 Maret 2021 pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya,
yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis
tertanggal 24 Maret 2021 pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya
dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Jawa
Barat sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 892/123/X1/2011
tertanggal 14 Nopember 2011, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu,
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
tentang Perkawinan, jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR,
jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi,
sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan
mediator Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.,, namun upaya-upaya tersebut tidak
berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 06 Januari 2022;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Maret 2019, tepatnya satu hari
sebelum keberangkatan Penggugat bekerja di Saudi Arabia sebagai TKW,
kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
melarang Penggugat untuk menemui orang tua Penggugat di rumah orang
tua Penggugat di Dusun Pedes;

2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, atas izin
Tergugat, Penggugat pergi bekerja di Saudi Arabia sebagai TKW. Bahwa
selama Penggugat berada di Saudi Arabia, Tergugat sering meminta
kepada Penggugat untuk mengirim uang kepada Tergugat dan Penggugat
memenuhi permintaan Tergugat tersebut;

3. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal
20 Februari 2020, satu bulan setelah Penggugat mengirim uang sebesar
Rp. 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat. Penggugat
mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
Mulai saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran
karena Tergugat tidak memberitahu menikah lagi dan Tergugat beralasan
terpaksa karena wanita tersebut telah hamil enam bulan, pada saat

Penggugat pulang ke Indonesia pada tanggal 20 November 2021,
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Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan
Penggugat tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya serta
penyebabnya, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan
Penggugat, secara lengkap jawaban Tergugat, sebagaimana tersebut dalam
duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah
bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam
bidang perkawinan, berdasarkan diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3),
serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi | dan Saksi Il ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), berupa fotokopi Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dicocokan dengan
Legalisirnya yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten
Karawang, serta telah diakui oleh Tergugat dan bermeterai cukup, maka sesuai
Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut
menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh
karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan
karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa fotokopi Surat
Pernyataan lkror Talak yang ditandatangai oleh Penggugat dan Tergugat, bukti

tersebut tidak dicocokan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka sesuai
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Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut
menerangkan bahwa Tergugat menjatuhkan Talak secara dibawah tangan pada
tanggal 20 Desember 2018, dengan demikian bukti tersebut hanya merupakan
bukti permulaan yang harus dudukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 (berupa Sceenshots
Ancaman Tergugat kepada Penggugat dalam WhatsApp Penggugat, tertanggal
28 Juli 2020), dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata sesuai
serta telah bermeteri cukup. Yang mana alat bukti tersebut merupakan bagain
dari alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagaimana yang di atur
dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan sebagai berikut:
(2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti
yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sehingga karenanya alat bukti surat tersebut secara formal patut diterima dan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.3, berupa Sceenshots
Ancaman Tergugat kepada Penggugat dalam WhatsApp Penggugat, tertanggal
28 Juli 2020), yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa memang Tergugat telah mengancam Penggugat, dengan
demikian Majelis Hakim juga berkeyakinan, bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, kedua
orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, juga keterangan saksi-saksi
Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain
dan telah memperkuat dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat
formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
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2009 tentang Peradilan Agama, jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat,
masing-masing dari keluarga, para saksi tersebut telah memberikan

keterangannya di bawah sumpah, yang dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi

tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sejak sekitar pertengahan tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis
lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan
kembali yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang
bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehari-hari, sehingga Penggugat
berangkat menjadi Tenaga Kerja wanita (TKW) ke Arab Saudi, namun ketika
Penggugat berada di Luar Negeri Tergugat menikah dengan wanita lain
bernama Karnia, pada bulan November 2021 Penggugat pulang dari Luar
Negeri, namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi
sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang
disampaikan dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui
peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling
berkaitan dan berhubungan (link and match), maka keterangan dua saksi
tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (vrijbewijskracht)
sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan
keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum
(Recht Gevoig) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-
sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oozaak), dan saksi-saksi tersebut
mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan
Maret 2019 (sejak Penggugat berangkat ke Luar Negeri sampai dengan
kembali dari Luar Negeri) atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai
dengan sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan

saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
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Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan
untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak
mempergunakan haknya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak
bisa membuktikan dalil-dalil batahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban
Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun
keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta
hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 14 November 2011;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2019 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehari-
hari dan Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering berkata kasar
kepada Penggugat, serta Tergugat telah menikah lagi dengan seorang
perempuan bernama Karnia;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal/rumah
sejak bulan Maret 2019 atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai
dengan sekarang, Penggugat berangkat ke Arab Saudi dan setelah
pulang dari Arab Saudi juga tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan
sekarang, dengan demikian selama itu antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami
istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga agar
rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk

melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak
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akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri
dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai
talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan
pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali
rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengkaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang
telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami
isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling
menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Maret 2019 atau selama lebih
kurang 3 (tiga) tahun, hal ini menunjukan antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya
suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal/rumah sejak

bulan Maret 2019 atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan
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sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian
juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap
kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya
damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2008, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak
tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah
terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria (suami) dengan seorang wanita (istrj) untuk membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar
keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling
mengasihi dan menyayangi (sakinah, mawadah, warahmah) sebagaimana
diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Leal] IsiSaunid L 215l oS anail o o oS 515 Ol ailil gog

09 Sk poe) SLY s (w9 Ol do>,9 6390 pSin Jrzg
Artinya:"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri
harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati,
setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide

pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;
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Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang
suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup
bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami
akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang Islami dibawah naungan ridho lllahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi
memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada
kenyataannya mereka telah pisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Maret 2019
atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, ini berarti
perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka
didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini
merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
ikatan batin lagi (mitsaqon gholizhon), sehingga perkawinannya sudah tidak
layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad
hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati
Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka
pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan
pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika
dipertahankan = akan  menimbulkan  madharat  (penderitaan) yang
berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan
kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah
sepatutnya dan lebih maslahat jika di-tafriq (diceraikan) agar masing-masing
pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih Tergugatng
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi
salah satu pihak atau kedua belah pihak;
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Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat
dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Maret 2019
atau selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang dan selama
itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana
layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan batin berupa sakinah,
mawadah warrohmah antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana
ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah
kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena
akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu
pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana
rumah tangga yang telah kehilangan sakinah, mawadah warrahmah
(kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi)
tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah
tempat tinggal/rumah sejak bulan Maret 2019 atau selama lebih kurang 3 (tiga)
tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), jika dengan
keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap
dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan
bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan psikis yang berkepanjangan
dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini
bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan
abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung
abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: (1). Tidak memberi

nafkah kepada isteri, (2). Kawin dengan wanita lain, (3). Tengkar/ribut; (4).
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Memaki didepan umum, (5). Sering tidak pulang dan (6). Pernah memukul
isteri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung
abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan
kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 adalah : (1). Cekcok, (2). Hidup berpisah/tidak hidup dalam
satu tempat kediaman, (3). Salah pihak tidak berniat meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang
tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf
E, Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah
tangga pecah (broken Marriage): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak
berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi, (3). Salah satu pihak atau
masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, (4). Telah
terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan (5). Adanya PIL, WIL, KDRT,
Main judi, dan lain-lain;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti
telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan
lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercamtum
dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, yaitu “bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa’, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas juga, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-
UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
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Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang
berbunyi: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab
percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang
perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat
dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim
tersebut sejalan dengan : Firman Allah swt. Q.S. AI-Nisa:, ayat 130 :

Lo Giws a0 05 Dasiin o2 MS 410 i 8385 Ols
Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan
kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim
tersebut sejalan pula dengan Doktrin hukum Islam yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab :

1. Figh Sunnah, Juz Il, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang
berbunyi :

plgs aso glaias VY Los Lgs zoill Hluol azg 3l casol Il

wwalall o cllai ol lgd s> laglliol yus & puianll
Siadl s I3l aisl adlle uvoladl lgblla, 3iiu> g Ga il
Login oVl = oo
Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan
sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa
dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan,
dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di
damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh
menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika
kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu
mendamaikan keduanya";
2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz 1, halaman 83, yang
berbunyi:
sldl o louai > GMall pllai MVl L] 284
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Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa
ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini
adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;
3. At-Thalag halaman 57, yang berbunyi :
i V @iV anboo zISUl in V GMSYI Mislacg
Ml Wl axbboodl wliid solaocdl I aluwg
Artinya: “Tatkala pertikaian telah terjadi (dan telah memuncak) pernikahan
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena tidak lagi
menjadi media menuju maksud (tujuan) pernikahan, maka
kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak” ;
4. Al- Thalag min al- Syariatil Islamiyah wa al- Qanun, halaman 40,
yang berbunyi :
sbiasall o g9 GUSYI uli sic oML az ] asuw O
alllrga> aold] pac ax>goll
Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan
ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci
antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya
kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;
5.  Fighus Sunnah Juz 1l halaman 208, karangan Sayid Sabigq yang
berbunyi:

oo U5 xaus Vig, bo Juww ad a2l Wl 098 Ol rinis
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Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan
mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya
jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi maka
ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka
berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya
menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat :

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti
dengan tidak perlu dilihat dari siapa dan apa penyebab percekcokan atau
salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat
perkawinan itu sendiri, apakah dapat dipertahankan atau tidak, kalau hati
kedua belah pihak telah pecah berarti perkawinan itu pecah (broken
marriage), dengan salah satu kreteria/indikator sebagaimana tersebut di
atas, maka tidak mungkin lagi dipersatukan, meskipun salah satu pihak
menginginkan perkawinan itu tetap utuh, meskipun pihak keluarga telah
berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk
mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah
tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk
keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;
Bahwa oleh karena unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f)
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Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan
untuk melakukan perceraian;
Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat a
quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh
Pengadilan, termasuk kedalam kategori talak satu bain sughraa, maka sesuai
maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara
Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk kembali, terkecuali dengan
akad nikah baru, meskipun masih dalam masa iddah;
Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, masa
tunggu atau iddah bagi Penggugat ditetapkan selama sekurang-kurangnya 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum
tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975
ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4)
Kompilasi Hukum Islam (KHI);
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Penggugat) terhadap
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Penggugat (Penggugat) ;

3.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp. 720.000,00, (tujuh ratus dua puluh ribu
rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Karawang, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1443 Hijriyah dengan Drs. H. A.
Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Jajang Suherman, SH., dan
Muhammad Siddik, S.Ag., MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag., sebagai
Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum

Tergugat;
Ketua Majelis,
Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Drs. Jajang Suherman, SH., Muhammad Siddik, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

H. Iskandar, S.Ag.
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,

2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,00,
4. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor perkara 4093/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,
1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00,
Jumlah : Rp 720.000,00,

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
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